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Salam Redaksi

Islam adalah agama yang paripurna, ajaran-ajarannya universal dan holistik
mencakup semua aspek kehidupan. Tapi sayangnya dewasa ini image dan
gambaran terhadap islam tidak lagi murni.

Sebagai contoh, kebanyakan orang barat tidak pernah menginjakkan
kaki di Arab atau dunia islam, mereka memperoleh gambaran tentang islam
dan muslim melalui media massa, atau buku yang mereka baca. Demikian
juga dengan sebagian umat islam, mereka tidak mau bersusah payah belajar
di institusi pendidikan-seperti dayah atau sekolah- untuk mendapatkan
ajaran agama yang benar. Bila ada masalah yang ingin dipecahkan, mereka
akan merujuk ke google untuk mencari jawabannya. Kalau pun tidak
menjadikan google sebagai referensi utama, mereka akan membeli buku
instant vang spesifik tentang permasalahan tertentu.

Beranjak dar fenomena tersebut, jurnal Sarwah sebagai jurnal
pencerahan intelektual muslim diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif
pemberi gambaran yang otentik terhadap ajaran islam yang sebenarnya.
Dan dalam edisi kali ini, jurnal sarwah memuat tulisan dengan topik yang
beragam, yaitu: Nafkah anak di luar nikah kaitannya dengan lembaga
peradilan adat, Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika
dan cara mengatasinya,Corak tafsir ‘ilmi,Hak waris bayi tabung dalam
perspektif maslahah mursalah, Kajian islam filosofis: al-hikmah al-muta’aliyah
karya Mulla Shadra, Perlakuan akuntansi ijarah pada pembiayaan qardh
beragun emas (rahn) di bank aceh syariah cabang Lhokseumawe, Kajian
filosofi metode pendidikan dalam alquran, Thaharah sebagai kunciibadah,
Kontribusi Muhammadiyah dalam pengkajian hadits di Indonesia, dan yang
terakhir, krisis kreatifitas dalam pemikiran islam kontemporer.
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Tulisan-tulisan ini, diharapkan bisa memperkaya referensi khazanah

pemikiran, dan mampu memberikan sedikit gambaran yang murni tentang

islam, serta menjadi pembuka diskusi yang memantik semangat dan gairah

keilmuan demi kedigdayaan intelektual Islam.

Redaksi.
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NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN LEMBAGA

PERADILAN ADAT
Oleh : Bukhari
Dosen Jurusan Syariah STAIN Mal Lhokseumawe.

Abstrak

Kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari peradilan adat guna untuk
memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik dalam menyelesaikan sejumlah
problematika yang timbul dalam kalangan masyarakat. bagaimana peran peradilan
adat terhadap nafkah anak diluar nikah kaitanya dengan lembaga adat dan yang
menjadi rujukan dan sumber yang digunakan oleh peradilan adat nafkah anak di
luar nikah Hasilinya peran peradilan adat dalam penanggulangan nafkah anak
dan kaitanya dengan peradilan anak dalam hal nafkah serta peran sebagai
penanggung jawab merupakan sebagai upaya yang dilakukan para tokoh
masyarakat yana berkecimpung dalam lembaga peradilan adat Rujukan dan sumber
yang digunakan oleh peradilan adal bercasarkan ketentuan syari'at Islam yang
telah mewajibkan orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak, begitu pula
kewajiban terhadap anak yang lahir di luar nikah sesuai dengan kemampuannya

A. Pendahuluan

Nafkah adalah suatu bentuk
pemberian yang wajib diberikan oleh orang
tua kepada anaknya disebabkan adanya
hubungan orang tua dan anak antara
keduanya. Adapun nafkah dari segi etimologi
berasal dari bahasa Arab yakni atinfagyang
berarti dalam hal kebaikan. Sedangkan
menurut terminologi nafkah adalah segala
bentuk perbelanjaan manusia terhadap
dirinya dan keluarganya dari makanan,
pakaian, dan tempal tinggal.

Adapun nafkaf terbagi dua, yaitu:
Pertarmna, nafkah yang diwajibkan kepada
seorang manusia terhadap dirinya sendiri
ketika dia mampu, nafkah ini harus di
dahulukan sebelum ia menafkahkan orang
lain. Kedua, nafkah yang diwajibkan kepada
seorang manusia terhadap orang lain.
Kewajiban nafkah terhadap orang lain ini
disebabkan karena adanya liga faklor,
yasitu: hubungan pernikahan, hubungan
keturunan, dan hubungan perbudakan.

Perbudakan yang sebenarnya sudan
diharamkan oleh Islam, karena Islam telaih
menyamakan status sosial manusia, hanya
saja hukum fikih selalu membahas
perbudakan sebagai control terhadap
sistem perbudakan yang masih eksis
dalam sebuah masyarakat, agar tidak
lerjadi kesewenang-wenangan. Karena
sistem perbudakan tidak terhapus begitu
saja setelah datangnya lIslam. Hal ini
disebabkan sistem perbudakan sudah
menjadi tradisi sosial masyarakat yang
sudah mengakar di masa jauh sebelum
Islam datang.

Penjelasan ayat tersebut menjadi
simbol bahwa dipersilahkan bagi
perempuan mendapatkan hak-haknya di
hadapan manusia lain. Dalam hal ini
berkenaan dengan hak nafkah yang
diwajibkan kepada suami menurut para
ulama di samping makanan pokok, daging
juga pakaian serta memperbaruhinya
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pakaian yang lidak kuat dipakai selama satu
tahun, yaitu dengan memberikan sekali
selama 6 bulan. Dan apabila pakaian-
pakaian itu rusak sebelum berumur 6 bulan
walaupun bukan karena gegabah, maka
tidak wajib memperbaharuinya;
memperbaruhi wajib dengan memberikan
pakaian yang masih baru Begitu pula
diwajibkan bagi suami memberikan isteri
alat-alat untuk membersihkan badan dan
pakaiannya, sekalipun suami tengah tidak
berada di sampingnya, karena masih
diperlukannya kebersihan, sebagaimana
juga lauk pauk.

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya
Bidaya! al-Mujtahid wa Nihayat al-
Mugtashid mengatakan bahwa para ulama
telah sepakat bahwa hak isteri terhadap
suaminya adalah mendapatkan nafkah dan
kiswah (pakaian), Nafkah tersebut akan
diperoleh oleh sang isteri jika telah terpenuhi
beberapa persyaratan berikut:

a Antara isteri dan suami yang
memberikan nafkah lelah lerjadi
akad nikah yang sah, atau dengan
kata lain pernikahan itu memenuhi
rukun dan syarat. Apatila
perkawinan mereka termasuk
nikah fasid atau rusak maupun
batal, maka menurut jumhur ulama
tidak wajib nafkah karena nikah
fasid harus dibatalkan.

b. lIsteribersedia menyerahkan dirinya
kepada suaminya, sekalipun belum
melakukan hubungan senggama,
ketika isteri sudah berikrar
menyerahkan dirinya kepada sang
suami, maka pada saat itu juga
sang isteri juga sudah berhak
mendapatkan nafkah dari suami
walaupun saat itu belum melakukan
hubungan suami isteri (jima’).

¢. Isteribersedia diajak pindah tempat
oleh suami jika dikehendakinya.
Seorang suami berhak
menawarkan kepada isterinya
untuk pindah kepada tempat yang

ditentukan olehnya. Apabila isteri
mentaati ajakan itu, maka isteri
berhak secara mutlak untuk
mendapatkan, nafkah dari
suaminya, namun jika menolak
dengan alasan yang tidak dapat
dibenarkan secara syar'imaka hak
nafkah menjadi hilang.

d. Isieri tersebul adalah orang yang
telah dewasa, dalam arti telah layak
melakukan hubungan senggama,
Apabila isteri itu masih kecil
sehingga belum layak untuk
disenggamai maka tidak ada
nafkah baginya karena kewajiban
nafkah itu  muncul  dari
dimungkinkahinya melakukan
hubungan suami ister.

e Isteri taat dan patuh pada
suaminya. Apabila ister! itu tidak
patuh dan taat seperti isteri yang
nusyuz, maka suami tidak wajib
membayar nafkahnya. Apabila
nusyuz itu munculnya dan suami,
maka isteri tletap berhak
mendapatkan nafkah dari suaminya
itu.

Selain itu, terdapat perbedaan
pendapat para ulama fikin dalam
menetapkan jumiah nafkah yang wajib
diberikan suami terhadap isterinya. Jumhur
ulama, selain madzhab Syafi'i, menetapkan
bahwa jumlah nafkah itu diberikan
secukupnya. Mereka sudah
mengemukakan jumlah pasti dalam
penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya
menetapkan sesuai dengan kemampuan
suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah
swi dalam al-Qur'an dalam surat at-Thalag
ayat 7.

Jumhur ulama mematok batasan
kadar nafkah, yang pokok (penting) sesuai
dengan kemampuan suami. Lain halnya
dengan ulama Syafi'iyah yang membatasi
kadar nafkah. Dalam hal ini bagi suami yang
mampu atau kaya perharinya diwajibkan
memberi nafkah sebanyak 2 mud.
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Sedangkan bagi suami yang kurang mampu
atau pa;-pasan maupun miskin, perharinya
hanya diwajibkan memberi nafkah hanya 1
mud, dan bagi suami yang kelas menengah
seba::vyak 1.5 mud. Adapun dalam masalah
?akanan (kiswah) ulama Syafi'iyah dan
jumhur ulama juga sepakat mengatakan
bahwc_l hal itu tergantung dari kemaripuan
suami karena tidak ada nash baik ayat
maupun hadis yang menentukan kadar dan
jumiahnya. Akan tetapi, menurut mereka
!nalum boleh menentukan kadar dan
jumiahnya dengan mempertimbangkan
keadaan keuangan suami ( Hadijah
Shaleh:Bandung, al.maarif, 2000).
Suami wajib memberikan air untuk
rr_lanm wajib yang mewajibkannya
disebabkan oleh suami, misalnya mandi
setelah bersetubuh dan mandi nifas, bukan
untuk mgnda handldan itdam dan air untuk
mencuci najis. Tidak wajib memberikan air
wudhu’, kecuali bila dibatalkan oleh suami
sebab memeganqgnya. Suami tidak wajib
memberikan minyak wangi kecuali sekedar
untuk menghilangkan bau busuk, celak
mata, obat sakitnya dan tidak pula upah
dokter; isteri berhak menerima makanan
lauk pauk, pakaian dan alat kebersihar;
selama hari-hari sakitnya, dan bisa
mempergunakan rekeningnya untuk biaya
pengobatan dan lainnya.
Dalam memenuhi memb
nafkah dari orang lain, pemndung:rtuhr:;s;
dan per_rdidikan. Setiap anak yang lahir ke
duania ini tidak bernasib sama. Ada anak
yang mendapatkan hak-haknya dari kedua
orang tuanya. Namun ada juga yang
mendapatkan hak-haknya dari kedua orang
tt_;anya, Seterusnya ada juga yang
d:karer_makan persoalan ekonomi yang B
menghimpit kedua orang tuanya atau ' 1
ditelantarkan oleh ibu yang melahirkan ‘
dquan dibuang karena merasa malu hasil
dari kumpul kebo atau sebab lainnya. Maka
anak hams dirawat dan dibesarkan oleh
orang ‘Ialn yang terpanggil hatinya untuk
membiayai semua kebutuhan hidup anak (

anor;?n Abdul Aziz: Jakarta, Intermasa,
_ Pasal 99 Ayat (1 i

kehudgpan adat dan adat ist!i::dztedr{l‘:llx:igz
sesuai dengan perkembangan keistimewaan
dan kekhususan Aceh yang berlandaskan
pgda nilai-nilai syari'at Islam da
dilaksanakar oleh Wali Nanggroe. Ayat 2"
Penyusunan ketentuan adat yané bérla(klj
umum pada masyarakat Aceh dilakukan
oleh lembaga adat dengan pertimbangan
qus Nanggrog. Ayat (3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ciatur dengan
Qanun Aceh ( Undang—undang Namo?ﬂ
Tahun 2006 ).

Sering dijumpai di -
masya_rakat ada sei:)rang!?giir:a:e:g:h
melahirkan seorang anak hasil da?&
hubungan di luar nikah dan mas}araka!
rnenyepmnya dengan sebutan anak haram
anak zina, anak jadah dan anak terlaknai'
yang perlu diluruskan adalah ‘;Phular;
tersebut adalah keliru dan salah ';E;saran
Karena s;.eakan-akan dengan sebutaﬁ
tersebut si anaklah yang salah dan berdosa

Qntuk itu, anak hasil hubungan di
luar pel_'mkahan harus diperiakukan secara
Lnan:saawi. diberi pendidikan, pengajaran
h?g elerampflan yang berguna untuk bekai

ldupnya di masyarakat nanti yang
bertanggung jawab untuk mencukupi
kebutuahan hidupnya materil dan s piritual
adalai:n terutama ibunya yan
melahirkannya dan kelauarga ibunyag
Sebab anak zina hanya mempunya.i

hubungan nasab atau
il perdata dengan

gembahasan

engertian Peradilan Adat
Peradilan adat adalah

yang menjalankan seperangk':;nf;g?n:gar:
tidak tertulis yang hidup dan berkemban
datam masyarakat Aceh, yang mernilil?i
sankgl apabila dilanggar. Peradilan adat
memiliki tugas sebagai pembinaan
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kehidupan adat dan adat istiadat. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam dalam
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adal
|stiadat Pasal 13 sebagai berikut Sengketa/
perselisihan adat dan adat istiadat
meliputi:Perselisihan dalam rumah tangga
dil.

Jawab Nafkah
Islam dan

2. Tanggung
Dalam Hukum
Hukum Positif

a. Tanggung Jawab Nafkah dalam
Hukum Islain
Berkenaan dengan nafkah

diwajibkan sejumlah mud beserta
kelengkapannya kepada suami untuk
diberikan kepada isteri sekalipun berupah
hamba atau tengah sakit, yang telah
memberikan kesempalan ditamatu’i dan
dipindahkannya bila suami bermaksud
dalam keadaan perjalanan tempat tujuan
yang aman sekalipun dengan naik kapal
laut yang kemungkinan besar
keselamatannya dan suami berkewajiban
memenuhi kebutuhannya, dan memberi
belenja kepadanya, selama ikatan suami
isteri masih berjalan, dan isteri tidak
durhaka atau karena ada hal-hal lain yang
menghalangi penenmaan belanja.

Untuk itu, lebih jauh ungkapan
Syafiiyah mengungkapkan bahwa
pemberian nafkah kepada perempuan tidak
waijib semata-mata dengan adanya aqad
nikah. Lain halnya menurut qgaul gadim
menunjukkan kewajiban memberikan
nafkah kepada perempuan dengan adanya
tamkin, yakni pemberian kesempatan
kepada suami untuk menggaulinya hari
demi hari.

Apabila seorang isteri yang
mungkin ditamatu’l memberikan tamkin
walaupun pada sebagian bentuk-bentuk
tamatu’i maka kepada sang suami
diwajibkan memberi nafkah atau mutah
ataupun biaya hidupnya, walaupun sang
suami masih kecil yang tidak mungkin

melakukan persetubuhan, karena halangan
persetubuhan tidak datang dariisteri. Dalam
hal ini sebagai hak perempuan untuk bisa
menuntut hak nafkahnya dari suami, dan
apabila suami tidak sanggup memberi
nafkah kepadanya, maka suami dapal
menyuruh isteri untuk memilih atau
berkhiyar antara menetap hidup bersama
suami atau bercerai. Apabila seorang isteri
tidak mampu digauli karena suatu sebab
selain usianya yang belum dewasa,
mislanya keadaannya rafaq atau farjinya
tertutup dengan daging, alau sakit atau gila.
Maka tidak ada hak nafkah untuknya
sekalipun sang wali telah menyerahkannya
kepada suami, sebab tidak mungkin
ditarnatuisebagaimant ister yang nusyuz,
lain halnya dengan isteri yang mampu
digauli ( Zainuddin Malibari:Bandung,
Syarikah Ma'rif).
Merupakan kewajiban dan
tanggung jawab bagi para suami dan
seorang ayah untuk menafkahi
keluarganya, bagi isterinya, bagi anak laki-
laki, dan perempuannya. Nafkah tersebut
harus bersumber dari segala pekerjaan dan
usaha yang halal. Suami mempunyai
kewajiban untuk memenuhi tuntutan
ekonomi keluarga. Untuk membentuk
sebuah keluarga yang ideal, penuh
kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah
ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan
masing-masing pihak dalam sebuah
keluarga tersebut. Kebutuhan pangan.
sandang, tempat tinggal dan kebutuhan
sehari-hari seorang isteri, anak-anak
maupun suami sendiri harus diperhatikan.
Pengabaian terhadap kebutuhan material
sama halnya akan membiarkan terbukanya
peluang keretakan dalam sebuah keluarga
(Abdurrahman al-Jaziri, Beirut: Dar al-
Kutub al-'limiyah)

Ketentuan nash menunjukkan
bahwa beban perekonomian keluarga
dibebankan kepada suami. Suami wajib
memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-
anaknya sesuai dengan kelayakan dan
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tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami
harus berusaha semaksimal mungkin untuk
mendapatkan hasil yang dapat mencukupi
kebuluhan ekonomi keluarga. Di samping
itu, perlunya peran seorang isteri untuk
memberikan dukungan terhadap suami
dalam mencari rezeki. Karena unltuk
mendapatkan -ezeki, manusia harus
bekerja keras dan mengerahkan segala
daya dan upaya (Ridha Bak Najjad. Jakarta:
Lentera Basrimata, 2002). Seorang isteri
sangat berperan memberikan semangat
agar suami bekerja secara maksimal dan
memperoleh hasil yang optimal pula.

b. Tanggung Jawab Nafkah dalam
Hukum Positif
Dengan munculnya konsep harta
bersama dalam KHI dan UU No 1 Tahun
1974, maka secara otomalis
konsep figh klasik tidak bisa lagi dijalankan
untuk suami, dalam artian nafkah tidak laqi
menjadi kewajiban seorang suami saja,
melainkan juga menjadi kewajiban istn
Kedua aturan tersebut (KH!I dan UU No. 1
lahun 1974) menyatakan bahwa harta yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersa_rna, Dengan demikian, lewat suatu
pemikiran yang sederhana maka
penghasilan yang diperoleh suami selama
perkawinan adalah harta bersama.
Konsekuensi yang muncul terhadap harta
bersama adalah perbuatan hukum atas
harta tersebut harus lewat persetujuan
kedua belah pihak karena keduanya sama-
sama mempunyai hak terhadap harta
lersebut.

2. Anak di Luar Nikah
1) Pengertian Anak di Luar Nikah
Menurut Hukum Positif
Agama Islam mengajarkan kepada
pemeluknya supaya melaksanakan
mu'amalat atau hubungan antar manusia
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan oleh syara’.
Islam menghendaki terpeliharanya

keturunan dengan baik dan terang diketahui
sanak If.erabal. tetangga. Dilarang terjadi
perf:awman diam-diam (kawin gelap) dan
'_sehap anak harus dikenal siapa bapak dan
ibunya (Hilman Hadikusuma, Bandung:
Mandar Maju, 2002). Perkawinan diam-diam
allau kawin gelap adalah perkawinan yang
dlﬂangsungkan secara tidak resmi, artinya
dilakukan di luar pengadilan atau pernikahan
yang dilakukan oleh gadhiliar.
. Secara etimologis pengerti
df luar nikah terdiri dari anak ggn frggealz;:::
nikah. Anak sebagaimana tertulis dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia ciartikan
sebagai keturunan kedua. Disamping itu
anak Juga mengandung pengertian sebaga.i
manusia yang lebih kecil (Anton M
Moeliono, Jakarta: Balai Pustaka, 2000). .
Dalam kaitan ini Alquran terdapat
be:_macam‘macam kata yang mengandung
arti anak, meskipun demikian di dalam
pemakaian lerdapat perbedaan, artinya
kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya
berarti sama, misalnya kata walad,
hafadah, dzurriyah, ibn, dan bint Kata walaci
untuk menggambarkan adanya hubungan
keturunan, sehingga kata wa/igberarti ayah
_kandung. demikian pula kata walidah berarti
ibu kandung. Ini berbeda dengan kata /bn,
yang tidak musti menunjukkan hubungar;
keturunan (Abdul Mustaqim: Juli 2006. )
Jadi /bnubisa berarti anak kandung ataupll.m
apak angkat. Demikian pula kata ad (ayah)
bisa berarti ayah kandung atau ayar;
angkat. Kata bint berarti merujuk pada
pengertian anak perempuan, jamaknya
banaf_. Alquran juga menggunakan kata
dzurryah untuk menyebutkan anak cucu
atau anak keturunan dan menggunakan kata
hafadah dipakai untuk menunjukkan
pengrtian cucu, baik cucu yang masih
hubungan kerabat atau orang lain,).

2) Pengertian Anak di Luar Nikah
Menurut Hukum Islam
Adapun nikah atau pernikah

. an
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
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dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa (Abdul
Mustagim: Juli 2006).

Suatu pernikahan dianggap sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya dan
dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku ' Pasal 1 dan 2 ayatl
(1) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam
pandangan hukum lslam anak yang
dianggap sah, jika terjadi dalam perkawinan
antara suami dan isteri yang sah dan
kelahiran anak tersebut sesuai dengan
batas minimal kehamilan.

Menurut Wiryono mengungkapkan
bahwa ada kemungkinan seorang anak
hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai
bapak. Status anak yang lahir di luar
perkawinan itu menurut hukum Islam adalah
anak yang tidak sah yang tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu
laki-laki yang menurunkannya. Namun
tetap mempunyai hubungan hukum dengan
ibunya; yaitu wanita yang melahirkannya
itu (Soedharyo Soimin: Jakarta: Sinar
Grafika, 2002).

Fatchur Rahman mendefinisikan
anak hasil luar nikah adalah anak yang
dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah
menurut syari‘ah (Fatchur Rahman Djamil:
Jakarta: Firdaus, 2000). Pendapat serupa
juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa
anak hasil di luar nikah adalah anak yang
lahir tidak sah menurut ketentuan agama.
Di datam Islam terdapat peraturan yang
termasuk dalam kategori anak yang tidak
sah antara lain:

a. Anak yang lahir diluar perkawinan
atau hubungan zina, yaitu anak
yang dilahirkan oleh seorang wanita
tanpa adanya ikatan perkawinan
dengan seorang laki-laki secara
sah.

b, Anak yang lahir dalam suatu ikatan
perkawinan yang sah akan tetapi

terjadinya kehamilan itu diluar
perkawinannya, yaitu:

1) Anak yang lahir dalam perkawinan
yang sah, tapi j)ahirnya 6 (enam)
bulan sesudah perkawinan dan
diketahui sudah hamil sebelum
perkawinan.

2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan
perkawinan yang sah dan hamiinya
kurang dari 6 (enam) bulan sejak
perkawinannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka
anak akan berkedudukan sebagai anak sah,
apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang
sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin
suatu perkawinan yang sah, sedangkan
anak yang tidak san adhlah anak yang lahir
akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh
karena itu hukum lIslam memandang
kedudukan seorang anak sah atau tidak
dilihat dari perkawinan orang tuanya dan
tenggang masa mengandung. Kapan dan

dimana anak itu dilahirkan Abd Rahman
Ghazaly: Jakarta: Prenada Media, 2003).

3) Kriteria Anak Luar Nikah
Kriteria sebagaimana terdapat
dalam Kamus limiah Populer yang berarti
prasyarat, ukuran, standar (Acmad Maulana:
Yogyakarta : Absolut, 2004). Menurut
Budianto seperti dikutip Abdul Wahid
menerangkan kriteria anak luar nikah adalah
sebagai berikut:
a. Anak yang dilahirkan diketahui dan

dikehendaki oleh salah satu orang

atau kedua ibu dan ayahnya, tetapt
salah satu atau keduanya masih
terikal dalam ikatan pernikahan
lain.

b. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang
masih dalam masa ‘iddah setelah
perceraiannya, sebagai hasil
hubungan dengan laki-laki yang
bukan suaminya.

c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang
masih dalam proses perceraian
(masih dalam ikatan pernikahanl.
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sebagai hasil hubungan dengan

laki-laki yang bukan suaminya.

d. Anak yang lahir dari seorang ibu

yang di‘l?nggal suaminya lebih dari
300 h_an dan tidak diketahui sang
suami sebagai anaknya.

e. Anak yang dilahirkan oleh orang
t_uanya akibat ketentuan agama
tidak dapat nikah.

f. Anak yang dilahirkan dari orang
tuanya akibat hukum negara tidak
dapat melangsungkan pernikahan.

g. Anak yang sama sekali tidak
diketahui orang tuanya sebagai
anak temuan.

h A_nak yang dibenihkan dan
dilahirkan diluar perkawinan yang
sah yang dibuahi ketika ibu dan
bapaknya dalam status tidak
menikah.

4) Kedudukan Anak Luar Nikah
NDalam Kontek Hukum Islam
dan Hukum Positif
Hukum Islam menetapkan bahwa

hubungan seks di luar nikah baik yang
dilakukan oleh orang yang sudah pernah
menikah maupun belum pernah menikah
letf_-lp dinamakan zina. Anak yang dilahifkaf;
akibat hubungan perzinaan hanya memiliki
hubungan nasab dengarr ibunya yang
melahirkannya (Soedharyo Soimin )

Hal ini selaras dengan Pasal 100
buku | Hukum Perkawinan KHI disebutkan
bahwa anak yang lahir di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan kelaurga ibunya ( Undang-
undang Perkawinan di Indonesia(Surabaya:

Arkola). ;’)::)renaikan anak di luar nikah tidak
diangga agai anak sah, hal itu berak
hukum sebagai berikut : o

a. Tidak ada hubungan nasab dengan

ayahnya, melainkan kepada ibunya
secara yuridis formal, bapaknya
tidak wajib memberi nafkah kepada
apak di luar nikah, namun secara
biologis anak itu adalah anaknya

juga. Ini berarti, hubungan
kekerabatannya berlangsung
secara manusiawi, bukan secara
hukum.

b. tldak ada saling mewarisi. Anak
diluar nikah (zina) hanya mewarisi
dari pihak ibu dan saudara
perempuan dari ibu begitu juga
sebaliknya ibu dan saudara
perempuan dari ibunya mewarisi
anak itu.

C. Tlidak adanya ayah dari ayah
biologisnya. Jika anak di luar nikah
kebetulan adalah wanita dan
hendak melangsungkan
pernikahan ia tidak dinikahkan oleh
bapaknya tetapi menggunakan wali
hakim (Tim Direktorat Pembinaan
Peradilan Agama, Analisa Hukum
Islam Tentang Anak Luar Nikah,
Jakarta: Direktorat Pembinaat;

Eeradtlan Agama, 2004).
edudukan anak di luar n

d;mst:fahkan kepada ibunya, sehir:;;:
!gewajlban nafkah diwajibkan pada pihak
ibunya hanya mewarisi dari pihak ibu dan
saudgra perempuan dari ibu begitu juga
f.;eballknya ibu dan saudara perempuan dari
ibunya mewarisi anak itu, dan anak tersebut
tidak mempunyai ayah biologisnya.

_ {\d@m kedudukan anak yang lahir
di luar nikah menurut hukum Islam tidak
memiliki hubungan nasab dengan ayah
kandypgnya. maka akan gugur dengan
sendirinya segala kewajiban sang ayah
yang merupakan hak dari sang anak.
Tangg“ung jawab alas keperluan anak, baik
materiil maupun spritual adalah ibunya dan
keluarga ibunyd saja, demikian halnya
den_gan hak waris mewarisi sang anak juga
kehilangan haknya untuk mendapatkan wali
nasab pada saat pernikahan. Hal demikian
dikarenakan dalam pandangan Islam anak
yang lahir di luar nikah dianggap sebagai
anak yang lidak sah (Ridha Bak Najjad, Hak
dan Kewayjiban Isteri dalam Islam, Jak.arla‘
Lentera Basrimata, 2002). .
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Untuk itu, berkaitan dengan hak

nafkah anak yang lahir di luar nikah, para
ulama sendiri masih berbeda pendapat
terkait kadar nafkah yang wajib diberikan
kepada anak yang lahir di luar nikah.
Jumhur ulama sepakat tidak memberikan
batasan tertentu. Namun berdasarkan
kemampuan orang tua. Syari'al mewajibkan
orang tua untuk menafkahi anaknya, karena
orang tua dan anak walaupun dilahirkan di
luar nikah menjadi terikat semata-mata, dan
tertahan sebagai miliknya, karena itu anak
berhak mendapatkan nafkah dari orfang tua
secara lerus menerus. Anak berkewajiban
berbakti kepada orang luanya. Sebaliknya
bagi orang tua berkewajiban memenuhi
kebutuhannya, dan memberi belanja
kepadanya, selama anak belum menikah
dan masih mandiri, dan anaktidak durhaka
atau karena ada hal-hal lain yang
menghalangi penerimaan belanja.

Syariat Istam menjadikan nafkah
anak sebagal tanggungan orang tua,
meskipun anak lersebut orang kaya. Jika
seorang anak belum menikah, maka ia
menafkahkan dirinya dari harta miliknya
jika ia kaya. Jika ia tidak kaya, maka
nafkahnya ditanggung oleh keluarga dan
kerabatnya yang laki-laki, karena jika kaya
tersebut kaya mereka dapat mewarisi
dirinya.

Kesadaran akan tanggung jawab
dan kewajiban orang tua merupakan hal
yang terpenting dalam kehidupan anak di
masa yang akan datang. Karena Islam telah
menetapkan bahwa nafkah merupakan hak
anak, dan sebagai kewajiban orang tua,
walaupun anak tersebut lahir di luar nikah
dan mampu menafkahi dirinya sendiri, hal
ini tetap tidak menggugurkan haknya dalam
memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Kewajiban nafkah anak yang lahir
di luar nikah tetap dan berkewajiban harus
dipikul oleh orang tuanya. Orang tua yang
dinasabkan kepada pihak ibu si anak yang

lahir di luar nikah dituntut untuk
menafkahkan diri, anak-anak menangani

problematika hidup yang muncul. Adapun
bapak si anak yang lahir di luar nikah secara
biologis, ia tidak dituntut apapun, jika ia
memiliki harta lebih, maka kelebihan itu
untuk dirinya, jika hartanya ingin ia simpan
maka itu merupakan hak dia, tidak ada yang
salah dari tindakannya tersebut. Namun
yang sering terjadi sebaliknya. dimana ibu
si anak yang lahir di luar nikah
mengabaikan hak-hak nafkah kepada
anaknya, bahkan hal-hal yang merupakan
kewajiban dari orang tua sudah dibebani
kepada pihak lainnya. Hal ini merupakan
faktor pemicu jatuhnya martabat orang tua
itu sendiri dalam rumah tangga, bahkan
seringkali dijadikan sebagal penyebab
menyimpangnya akHlak anak dikala
meranjak usia dewasa.

Selain itu, kewiban orang tua
memberi nafkah kepada anak sesual
dengan hukum perkawinan, khususnya
konsep mendidik anak bahwa dalam
menjalankan hak-haknya, si anak selalu
berada dalam kekuasaan orang tua. Dalam
hal ini yang menjadai dasar adanya etika
sosial si anak adalah adanya etika sosial
(social ethics) bagi sianak itu sendiri. Etika
sosial yang dimaksud dapat dijabarkan
dalam beberapa hal yakni: Pertama, ia tidak
dibebankan kepada bapak secara biologis,
baik secara adat kebiasaan maupun secara
hukum agama.

Di dalam lingkungan keluarga
memang tidak hanya terjadi proses
komunikasi pendidikan, melainkan juga
masih sering terkail dengan proses
komunikasi lain seperti komunikasi massa
(setidaknya sebagai anggota audiens
pemirsa), komunikasi sosial karena
keluarga adalah lembaga sosial yang
terkecil di masyarakat, dan sebagainya.
Namun demikian, pola komunikasi keluarga
tampaknya lebih dominan.

Informasi dalam lingkungan
keluarga pun menyertai kehad iran proses
komunikasi, baik langsung ataupun tidak
langsung. Seperti halnya proses
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komunikasi, proses perjalanan informasi
dalam lingkungan keluarga selalu sejalan
sebagai sertaan proses komunikasi.
Bahkan, beragam informasi di jaman
sekarang sudah sedemikian banyak dan
kompleks untuk dipilah-pilah mana yang
bersifat edukalif dan mana yang sebaiknya
dihindari. Terhindar dari kekerasan Dalam
Rumah Tangga, efektivitas peran peradilan
adat dalam menyelesaikan permasalahan
nafkah anak yang lahir di luar nikah. Hal ini
peneliti pahami berdasarkan hasil amatan
mengungkapkan bahwa keterlibatan
peradilan adal gampong dalam
menyelesaikan permasalahan nafkah anak
yang lahir di luar nikah memberikan efek
yang baik terhadap kehidupan masyarakat,
dimana sejumlah permasalan yang terjadi
di kalangan masyarakat dapat diatasi
dengan baik, seperti kasus nafkah anak
yang lahir di luar nikah yang tidak dipenuhi

Dengan adanya peran penting peradilan
adat dapa! memberikan nasehatl,
bimbingan, serta pengawasan terhadap
orang lua, sehingga terjaga hak dan
kewajiban yang wajib dipenuhi dan terhindar
dari kasus KDRT.

Terhindar dari KDRT merupakan
salah satu efektivilas dari peran penting
dalam menyelesaikan permasalahan nafkah
orang tua terhadap anak yang lahir di luar
nikah. Karena Kekerasan dalam Rumah
Tangga dalam kehidupan sebuah keluarga
merupakan hal yang paling sering dijadikan
alasan seseorang dalam mengajukan
gugatan keadilan di pengadilan, walaupun
pemerintah telah mengeluarkan atauran dan
ganjaran tentang KDRT namun
kecemburuan, kecurigaan dan ketertutupan
masih banyak terjadi. Sebelum berakibat
fatal, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas
tanggung jawab yang seharusnya kita jalani
terhadap anak berupa kewajiban
memberikan nafkah, tidak boleh saling
menyakiti. Adapun dalam kehidupan sebuah
rumah tangga jika sikap kekerasan
dikedepankan oleh suami atau isteri maka

akibatnya keretakan rumah tangga akan
cepal datang tanpa periu di undang. Sebab
kekerasan adalah benih-benih keretakan
yang sangal membahayakan. Kekerasan
dalam rumah tangga mencakup kekerasan
yang bersifat fisik, psikis, seksual dan
ekonomis (WHO, Dampak Kekerasan
dalam Rumah Tangga Bagi Wanila. Diakses
pada tanggal 5 Juni 2016).
Efeklivitas peran peradilan adat
gampong dalam menyelesaian
permasalahan nafkah anak yang lahir di luar
nikah khususnya masyarakat terjalinnya
komunikasi yang baik dalam kehidupan
terutama terhadap anak yang lahir di luar
nikah, dan terhindar dari Kekerasan Rumah
Tangga (KDRT), sehingga dengan adanya
efektivitas peran peradilan adat gampong
tersebut dapat memberikan solusi yang
terbaik dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang timbul
dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menyelesaikan
permasalahan nafkah anak yanq lahir di luar
nikah, sehingga dapat memberikan
dorongan dan kesadaran orang tua terhadap
memberikan nafkah kepada anaknya. Hal
ini dapat dipahami berdasarkan tiga kasus
tentang permasalahan nafkah anak yang
lahir di luar nikah dapat diselesaikan dengan
baik.

C. Kesimpulan

Nafkah adalah hak anak atas orang
tuanya yang dapat dituntut pemenuhannya
rmelalui pengadilan agama jika orang tua
tidak bertanggung jawab atas itu. Seorang
anak yang berhak mendapatkan nafkah dari
orang tuanya, namun anak yang dilahirkan
di luar nikah adalah dibangsakan kepada
orang tuanya yang perempuan. Dalam hal
ini anak dari hasil hubungan luar nikah
menjadi problematika hukum tersendiri atas
kedudukannya dalam hal keperdataan.
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada
Pasal 100 KHI bahwa: “Anak yang lahir di
luar _hubungan perkawinan hanya
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mempunyai hubungan nasab dengan ibunya
dan keluarga ibunya“. Maka anak tersebut
hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang
ibu. Untuk itu, anak yang lahir di luar nikah
tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah
kandungnya, maka kan gugur dengan
sendirinya segala kewajiban sang ayah
yang merupakan hak dari sang anak.
Tanggung jawab atas keperluan anak, baik
materiil maupun spritual adalah ibunya dan
keluarga ibunya saja, demikian halnya
dengan hak waris mewarisi sang anak juga
kehilangan haknya untuk mendapatkan wali
nasab pada saat pernikahan. Para 'ilama
sendiri masih berbeda pendapat terkait
kadar nafkah yang wajib diberikan kepada
anak yang lahir di luar nikah.

Jumhur ulama sepakat lidak
memberikan batasan tertentu. Namun
berdasarkan kemampuan orang lua.
Syari'at mewajibkan orang tua untuk
menafkahi anaknya, karena orang tua dan
anak walaupun dilahirkan di luar nikah
menjadi terikat semata-mata, dan tertahan
sebagai miliknya, karena itu anak berhak
mendapatkan nafkah dari orfang tua secara
terus menerus. Anak berkewajiban berbakti
kepada orang tuanya. Sebaliknya bagi
orang tua berkewajiban memenuhi
kebutuhannya, dan memberi belanja
kepadanya, selama anak belum menikah
dan masih mandiri, dan anaktidak durhaka
atau karena ada hal-hal fain yang
menghalangi penerimaan belanja.

Syari‘at Islam menjadikan nafkah
anak sebagai tanggungan orang tua,
meskipun anak tersebut orang kaya. Jika
seorang anak belum menikah, maka ia
menafkahkan dirinya dari harta miliknya
jika ia kaya. Jika ia tidak kaya, maka
nafkahnya ditanggung oleh keluarga dan
kerabatnya yang laki-laki, karena jika kaya
tersebut kaya mereka dapat mewarisi
dirinya.

Adapun permasalahan nafkah
anak yang lahir di luar nikah terhadap dalam
lingkungan masyarakat mempunyai

keterkaitan peradilan adal gampong yang
beranggotakan kepala desa, imam
gampong, tuha peul, tuha lapan dan
perangkat desa, serlg sejumiah tokoh-
tokoh masyarakat yang mengambil bagian
dari lembaga peradilan adat gampong.
Dalam hal ini berkenaan dengan
permasalahan nafkah arak yang lahir di
luar nikah dapat dipecahkan dengan
wewenang peradilan adal gampong demi
kamaslahatan dalam kehidupan seperti
dapat dilakukan dengan peran peradilan
adat gampong sebagai pembimbing, peran
peradilan adal gampong sebagai
penasehat, dan peran peradilan -adat
gampong sebagai penanggung jawab.
Untuk itu, keterlibatan paradilan
adat gampong tentunya memberika efek
positif dalam menyelesaikan masalah-
masalaha yang terjad: di kalangan
masyarakat, seperti permasalahan nafkah
anak yang lahir di luar nikah. Efektivitas
tersebut dapat berupa menumbuhkan
kesadaran orang tua terhadap kewajiban
memberi nafkah kepada anaknya lanpa
memandang status anak itu sendiri,
terjalinnya komunikasi yang baik dalam
kehidupan, dan terhindar dari Kekerasan
Rumah Tangga, sehingga masyarakat
terhindar dari melakukan hai-hal yang
bertentangan dengan hukum Islam.
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